BAB 1V

ANALISA

Tauhid adalah semangat egalitarianisme dan semangat
egalitarianisme baru bisa berjalan dengan baik, manakala
berada dalam sistem yang demokratis. Dengan demikian setiap
bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan
kekuasaan mutlak adalah bertentangan dengan jiwa tauhid, ke-
Tuhanan Yang Maha Esa atau Monoteisme. Pengaturan hidup
dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada manusia adalah
tidak adil dan tidak beradab.

Sikap yang pasrah kepada Tuhan, yang memutlakkan
Tuhan, menghendaki tatanan sosial yang terbuka, adil dan
demokratis, dalam kaitannya dengan sistem otoriter telah

tercantum dalam al Qur’an surat al Bagarah ayat 165, yaitu :
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“Dan diantara manusia ada orang-orang yang
menyembah tandingan-tandingan selain Allah; Mereka
mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun
orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada
Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim
itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari
kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya,
dan bahwa Allah amat berat siksa-Nya (niscaya mereka
menyesal)‘1

Dari ayat ini dapat penulis katakan bahwa manusia
yang seperti ini adalah manusia terbelenggu, manusia yang
dikelilingi oleh nafsu serakah dan sulit untuk menerima
kebenaran padahal sumber dari seluruh kekuatan itu adalah
Allah Swt. Seluruhnya akan kembali kepada-Nya, karena Dialah
pemilik segala sesuatu yang ada dialam semesta ini.

Dalam doktrin Islam setiap manusia adalah wakil-wakil
Allah yang diberi amanah untuk melaksanakannya didunia tanpa
adanya unsur-unsur yang masuk kepada sifat-sifat absurd, oleh
karenanya watak inklusif dan demokratis adalah suatu sikap
yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Berkaitan dengan hal ini Allah berfirman dalam Surat

An Nur ayat 55:
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“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang
beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang
saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka
berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan
orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, L2

Merujuk pada ayat diatas, dalam suatu masyarakat
yang setiap orang menjadi khalifah Tuhan dan menjadi
partisipan sederajat dalam khalifah, setiap perbedaan latar
belakang yang didasarkan pada keturunan posisi sosial sama
sekali tidak dapat dibenarkan. Semua manusia mempunyai
posisi yang sama, dan satu-satunya pengukur superioritas orde
sosial seperti ini adalah karakter pribadi.

Selain itu, dalam masyarakat seperti tidak terdapat
seorangpun atau satu kelompok pun yang akan menderita karena
diskriminasi berdasarkan keturunan, status sosial, ataupun
profesi yang dapat menghambat pertumbuhan dan
kemarﬁpuannya. Setiap orang dapat menikmati kesempatan yang

sama untuk mengejar ketertinggalannya, dan setiap warga

negara diperbolehkan mengembangkan kemampuan dan bakatnya

’Ibid., p. 553



untuk mencapai puncak prestasi dalam segala lapangan
kehidupan.

Islam dan ajaran tauhidnya dalam hal ini, tidak
memberikan kesempatan bagi berlangsungnya kediktatoran
karena setiap orang adalah khalifah Tuhan, sehingga tiada
seorangpun yang dapat menjadi penguasa mutlak dengan
menghilangkan hak rakyat. Seseorang yang ditunjuk oleh rakyat
untuk mengelola urusan pemerintah berarti ia mendapat tugas-
tugas (amanah) administratif yang harus dijalankan sesuai
dengan kehendak rakyat tidak lebih dari itu. Sehingga ia
bertanggung jawab kepada Allah di satu pihak dan bertanggung
jawab kepada khalifah dalam hal ini rakyat pada umumnya
dipihak lain.Sehingga pada konteks inilah al Maududy
menawarkan suatu istilah lain yakni Theodemocracy dimana
Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi
kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma
dari Tuhan.

Dengan demikian nampak jelas bahwa Islam yang
merupakan sistem nilai sejak awal kehadirannya telah
menunjokkan komitmen yang besar dalam  melakukan

pembebasan terhadap sifat-sifat yang dapat membelenggu jiwa



kemanusiaan. Sehingga konsekuensi logis dari seorang muslim
adalah harus dapat merefleksikan nilai-nilai yang terdapat pada
dirinya itu dalam kehidupan sehari-hari. Ia harus kritis,
terbuka, jujur, dan menjunjung tinggi martabat agama, serta
mampu bersikap adil yakni menempatkan masalah yang
fundamental secara fundamental dengan mengindahkan faktor
yang riil, dan menghadapi masalah yang riil secara realitas
dengan tetap setia pada fundamentalnya sendiri.

Keyakinan tersebut harus dalam bentuk tumbuhnya
suasana dialogis dari semua lini kehidupan manusia, tanpa
dibatasi oleh sekat-sekat yang batasnya komplementer seperti
status sosial, ekonomi, jabatan dan lain-lain. Karena kondisi
seperti ini akan bisa menghambat suasana dialogis sesama
manusia, maka disinilah sebenarnya hakekat kehadiran Islam
ditengah-tengah suasana peradaban yang absurd ini. Dan kita
harus tetap mengacu bahwa pesan keadilan sosial dan
penegakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tetap merupakan
bagian integral dari ajaran tauhid.

Dari pemikiran diatas, tampak jelas adanya relevansi
antara tauhid yang merupakan ajaran pokok dalam Islam dengan

demokrasi, dimana tujuan hakiki dari demokrasi itu sendiri



adalah membentuk sebuah sistem yang apresiatif terhadap hak-
hak dasar manusia sebagai makhluk hidup, baik sebagai
individu maupun anggota kelompok sosial, yang berdaulat dan
bermartabat.

Tujuan hakiki tersebut pada dasarnya tidak terlepas
dari prinsip-prinsip dasar demokrasi yang lebih menitikberatkan
pada aspek persamaan dan kebebasan yang merupakan
manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan. Dari dua prinsip ini,
rumusan demokrasi kemudian dielaborasi dalam konteks
definisi yang bersifat terbuka terhadap interpretasi, terutama
ketika menyangkut implementasi prinsip kedaulatan rakyat
dalam praktek politik.

Dalam hal ini Islam secara substansial membawa spirit
atau nilai-nilai demokrasi yang sejak kelahirannya telah
memperjuangkan fitrah kemanusiaan dengan dilandasi oleh
nilai-nilai tauhid sebagai sebuah implementasi dari sikap hanya
memutlakkan Allah semata dan membebaskan dari belenggu
kepercayaan pada hal-hal yang palsu (al-nafy, negasi) serta
menisbikan yang lainnya; dan secara berkesinambungan
dilaksanakan usaha pemurnian kepercayaan hanya kepada Allah

(al-itsbat, konfirmasi).



Prinsip penerimaan tauhid itu, Nurcholish Madjid
mengaitkan hal tersebut dengan sikap penolakan thaghut, yakni
sebuah kekuatan yang sewenang-wenang, otoriter dan tiranik.
Semangat tauhid dengan segala aplikasinya, salah satunya jiwa
pembebasan sosial yang pada akhirnya memberi kesanggupan
seorang pribadi dalam melepaskan diri dari belenggu kekuatan
tiranik.

Sebagai konsekuensi logis dari semangat tauhid
tersebut, timbul sikap menentang, melawan dan akhirnya
menghapuskan tirani tersebut. Konsep tauhid dengan demikian
secara tegas dapat dipertentangkan dengan konsep tiranik,
sebab secara prinsip manusia dengan pemahaman tauhid akan
mempunyai kesadaran bahwa diantara sesama manusia tidak
mengenal kata diskriminasi dengan mengedepankan persamaan
dan kebebasan, sedangkan kedudukan diatas manusia hanyalah
Allah semata.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya
demokrasi adalah menawarkan kerangka pandangan filosofis
yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pengakuan terhadap
harkat dan martabat manusia yang berimplikasikan pada adanya

pengakuan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan



mencermati muatan demokrasi tersebut terutama yang berkaitan
dengan pandangannya terhadap manusia sebagai hakikat etis
demokrasi, antara tauhid dan demokrasi sesungguhnya tidak
terkandung adanya pertentangan, sebab demokrasi yang
kandungan utamanya kemerdekaan manusia yang didalamnya
mencakup dan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan merupakan
kebutuhan paling mendasar bagi manusia sebagaimana halnya

dengan kebutuhan akan agama.



